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INTISARI 

 

Tesis ini berjudul “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Sarana 

Penyelesaian Sengketa Konsumen : Problematik Dalam Mencari Keadilan Oleh Konsumen.” 

Tesis ini bertujuan mengetahui dan mengkaji Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Konsumen serta mengetahui dan 

mengkaji ketepatan bentuk BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen. Jenis 

Penelitian Hukum dalam Tesis ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan 

historis dan perbandingan hukum. Sumber data berupa data sekunder, terdiri atas bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data 

menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses 

berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori Keadilan sebagai Fairness 

digunakan untuk menganalisis dalam mengkaji hasil penelitian dalam Tesis ini. Hasil 

penelitian menunjukkan sampai sekarang masih banyak daerah yang seharusnya mempunyai 

BPSK, namun belum mempunyai BPSK. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab 

Eksistensi BPSK sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak banyak 

dimanfaatkan oleh konsumen karena jauh jaraknya. Pemerintah kesulitan membentuk BPSK 

di setiap Kabupaten/Kota, karena masalah anggaran dan/atau masalah keberadaan Sumber 

Daya Manusia. Mengingat hal tersebut perlu ada pembaharuan hukum terhadap bentuk BPSK 

sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen. Pembaharuan Hukum tersebut adalah 

meniadakan BPSK dan membentuk Pengadilan Khusus Perlindungan Konsumen. Pengadilan 

ini berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung, berada dalam Badan Peradilan Umum dan 

berada di setiap Pengadilan Negeri, oleh karena itu anggaran yang digunakan adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hukum Acara yang digunakan adalah hukum 

acara dalam BPSK, kecuali terkait dengan eksekusi putusan dimana tidak perlu lagi 

menggunakan birokrasi yang berbeda dan Arbiter, Konsiliator dan Mediator merupakan 

Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri, namun Mediator tersebut harus mempunyai 

sertifikasi sebagai Mediator. Semua ini diharapkan mampu memenuhi hak konsumen untuk 

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut.” 

 

Kata-kata Kunci : Eksistensi, Sengketa, Konsumen, Bentuk. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled “The Existence of the Consumer Dispute Resolution Board as Means for 

the Resolution of Consumer Disputes: Consumer’ Problem in Seeking Justice.” The 

objectives of this thesis are to find out the existence of the Consumer Dispute Resolution 

Board (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen—BPSK) as means for the resolution of 

consumer disputes and to find out appropriateness of form of the Consumer Dispute 

Resolution Board as means for the resolution of consumer disputes. The type of the Thesis 

was a normative legal study with a historical approach and a legal comparative method. The 

source of data was secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal 

materials, and tertiary legal materials. The data were collected by a literature study and 

interview. Primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials 

were analyzed using a legal analysis method. A deductive thinking process was used to draw 

conclusions. The theory of justice as fairness was used to analyze the results of the Thesis. 

The results of the study showed that to date there were still many regions that should have the 

Consumer Dispute Resolution Board but actually did not have the Consumer Dispute 

Resolution Board. This was one of the underlying causes that the existence of the Consumer 

Dispute Resolution Board as means for the resolution of consumer disputes was largely not 

utilized by consumers due to its far location. Government was difficult to establish the 

Consumer Dispute Resolution Board in each regency/municipality because of problems 

related to budget and/or human resources. Therefore, it is necessary to carry out the legal 

reform of the Consumer Dispute Resolution Board as means for the resolution of consumer 

disputes. The legal reform was to dismiss the Consumer Dispute Resolution Board and 

establish the Specific Court of Consumer Protection. The court should be under the 

coordination of the Supreme Court, in the Public Court Board, and in each of the State 

Courts. Therefore, the budget used was the National Budget. The procedure laws used were 

those in the Consumer Dispute Resolution Board, except related to the execution of verdicts 

where no necessity to use different bureaucracies, and Arbitrary, Conciliator, and Mediator 

are the judges with the tasks in the State Court, but the Mediator should have a certification 

as Mediator. It is expected that all these are able to meet consumer rights to gain advocacy 

and protection and the efforts for the resolution of consumer disputes in a reasonable manner. 
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